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Devi Yogi Oktristianti. NPM 4314500136. pengaruh Dewan komisaris 
independen, komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan 
Corporate Social Responsiblity terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan 
Farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Dewan komisaris 
independen, komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan 
Corporate Social Responsiblity terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan 
Farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018. 
Hasil penelitian uji F menunjukan bahwa Dewan komisaris independen, 
komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan Corporate 
Social Responsiblity berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan untuk 
uji t menunjukan bahwa Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap 
Penghindaran Pajak, sedangkan komite audit, kepemilikan institusional, 
kepemilikan manajerial, dan Corporate Social Responsiblity tidak berpengaruh 
terhadap Penghindaran Pajak. 
 
Kata Kunci : Dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan 
institusional, kepemilikan manajerial, Corporate Social 






























Devi Yogi Oktristianti. NPM 4314500136. the influence of the 
independent board of commissioners, audit committee, institutional 
ownership, managerial ownership, and Corporate Social Responsibility 
towards Tax Avoidance in Pharmaceutical Companies listed on the Stock 
Exchange in 2015- 2018. 
The purpose of this research was to determine the influence of the 
independent board of commissioners, audit committee, institutional 
ownership, managerial ownership, and Corporate Social Responsibility 
towards Tax Avoidance in Pharmaceutical Companies listed on the Stock 
Exchange in 2015- 2018. 
The results of the F test show that the independent board of 
commissioners, audit committee, institutional ownership, managerial 
ownership, and Corporate Social Responsibility simultaneously affect the 
Tax Avoidance. Whereas the t test shows that the independent board of 
commissioners has partial effect on tax avoidance, while the audit 
committee, institutional ownership, managerial ownership, and Corporate 
Social Responsibility have no partial effect on tax avoidance. 
 
Keywords: Independent board of commissioners, audit committee, 
institutional ownership, managerial ownership, Corporate 
Social Responsibility and Tax Avoidance 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pajak merupakan sumber keuangan bagi negara yang sangat besar, bahkan 
merupakan penyokong utama dalam menggerakkan roda pemerintahan Indonesia. 
Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam membayar pajak sangat diperlukan. 
Salah satu yang memiliki peran agar pajak dapat dipungut pemerintah dengan baik 
dan efisien adalah penetapan ketentuan perundangan yang mengatur tata cara 
perpajakan. Ketentuan perpajakan ini harus memuat hal-hal yang dapat membuat 
wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan kewajiban 
perpajajakannya. Pemerintah juga harus mengupayakan agar pemungutan pajak 
dan pengelolaan hasil pajak yang dihimpun dari masyarakat dilakukan secara 
bertanggung jawab, akuntabilitas yang baik dan transparan, sehingga dapat terjadi 
keseimbangan (Hartati, 2015:65).  
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan dapat berpengaruh positif 
bagi wajib pajak untuk ikut bertanggung jawab dalam melaksanakan hak dan 
kewajibannya. Dalam menyelenggarakan kepentingan umum untuk mewujudkan 
kesejahteraan kadang-kadang pemerintah melanggar hak-hak masyarakat, 
terutama dalam pemungutan pajak. Hal ini dapat dihindari jika pemerintah 
menghayati dan menaati hukum pajak yang berlaku. Hukum harus dapat menjadi 
alat untuk mengadakan pembaharuan dalam masyarakat (social engineering), 
artinya hukum dapat menciptakan kondisi yang harmonis dalam memperbaiki 





Dalam peraturan hukum perpajakan terkadang juga terdapat celah yang 
dapat memungkinkan wajib pajak untuk melakukan kasus penghindaran pajak 
pada perusahaan mereka. Kasus penghindaran pajak atau tax avoidance yang 
dilakukan oleh wajib pajak badan sejatinya tidak bertentangan dengan peraturan 
undang-undang perpajakan, namun dapat mengurangi penerimaan pajak negara. 
Praktik tax avoidance ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang 
perpajakan yang mempengaruhi penerimaan negara. Pada intinya tax avoidance 
merupakan salah satu skema transaksi yang bertujuan untuk meminimalkan beban 
pajak dengan memanfaatkan aspek kelemahan-kelemahan dalam ketentuan 
perpajakan suatu negara (Pohan, 2016:25). 
Fenomena penghindaran pajak ini terjadi pada perusahaan farmasi yang 
terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2016. Kasus pada 
penghindaran pajak ini diukur melalui CETR (Cash Effective Tax Rate). Beberapa 
perusahaan farmasi yang telah terindikasi melakukan penghindaran pajak adalah 
PT Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO), PT Taisho Pharmateutical 
Indonesia Tbk (SQBB) dan PT Tempo Scan Pasific Tbk (TSPC). Perusahaan 
SIDO tercacat nilai CETR tahun 2015-2016 berturut-turut 24,33% dan 23,67%.  
Perusahaan SQBB tercatat nilai CETR tahun 2015-2016 berturut-turut 24,25% 
dan 23,88%. Sementara perusahaan TSPC tercatat nilai CETR tahun 2015-2016 
berturut-turut 24,67% dan 23,59%. Jika dilihat dari pergerakan nilai prosentase 
CETR ini telah terjadi penurunan nilai. Semakin kecil nilai prosentase CETR ini 





Kasus penghindaran pajak pada beberapa perusahaan farmasi tersebut bisa 
dipengaruhi oleh dewan komisaris indepeden. Aktivitas komisaris independen 
diharapkan terbebas dari hubungan bisnis, bertindak independen dan profesional 
demi kepentingan perusahaan. Berkaitan dengan hal ini, maka komisaris 
independen diharapkan bertindak objektif saat mengambil keputusan terutama 
tidak melakukan penghindaran pajak ketika membayar pajak. Hal ini berarti 
semakin obyektif komisaris indepeden dalam mengambil keputusan, maka kasus 
penghindaran pajak diharapkan semakin terhindarkan (Prasetya, 2015:126).  
Komite audit yang dibentuk oleh perusahaan juga memiliki tugas dan 
kewajiban untuk membantu komisaris atau dewan pengawas dalam memastikan 
efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor 
eksternal dan auditor internal. Dalam menjalankan perannya, komite audit harus 
memiliki hak terbatas kepada direksi, auditor internal, auditor eksternal, dan 
semua informasi yang ada di perusahaan. Peranan komite audit adalah mengawasi 
aktivitas keuangan perusahaan agar sesuai prosedur yang ditetapkan, termasuk 
mencegah terjadinya kasus penghindaran pajak  (Sujarweni, 2015:85). 
Kepemilikan institusi dalam suatu perusahaan juga berpengaruh terhadap 
terjadinya penghindaran pajak. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan 
untuk mengendalikan manajemen dengan pengawasan efektif. Dengan tingkat 
kepemilikan institusional yang tinggi maka akan menimbulkan usaha pengawasan 
yang lebih besar oleh investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku 
pihak manajer, termasuk melakukan tindakan kasus penghindaran pajak yang 




Kepemilikan manajerial juga berpengaruh terhadap kasus penghindaran 
pajak. Dalam perusahaan seringkali terjadi konflik kepentingan antara pemegang 
saham dengan para manager. Keberadaan manajer perusahaan terkadang memiliki 
latar belakang yang berbeda dengan para pemegang saham. Namun demikian jika 
proporsi kepemilikan manajerial semakin tinggi (pemagang saham yang dipegang 
oleh pihak manajer), maka konflik dapat teratasi. Dengan kepemilikan manajerial 
yang semakin besar, maka manajemen semakin giat meningkatkan kinerjanya 
karena manajemen memiliki tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari 
pemegang saham, termasuk tidak melakukan tindakan kasus penghindaran pajak 
yang menjatuhkan nama baik perusahaan (Mulyawan, 2015:253).  
Aktivitas sosial perusahaan berupa pengungkapan CSR juga diyakini dapat 
mempengaruhi terjadinya kasus penghindaran pajak di perusahaan. Pengungkapan 
CSR merupakan bentuk tindakan pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan 
untuk meningkatkan ekonomi, peningkatan kualitas hidup bagi karyawan beserta 
keluarganya, serta sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan 
masyarakat secara lebih luas maupun pemerintahan. Salah satu pengungkapan 
CSR yang bernilai etika adalah tidak melakukan tindakan penghindaran pajak 









B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti dapat 
membuat perumusan masalah sebagai berikut: 
1. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap 
penghindaran pajak pada industri farmasi di BEI periode tahun 2015-2018? 
2. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada 
industri farmasi di BEI periode tahun 2015-2018? 
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran 
pajak pada industri farmasi di BEI periode tahun 2015-2018? 
4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran 
pajak pada industri farmasi di BEI periode tahun 2015-2018? 
5. Apakah pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 
pada industri farmasi di BEI periode tahun 2015-2018? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya 
hasil, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan dicapai 
atau dituju dalam sebuah penelitian. Adapun manfaat penelitian merupakan 
dampak dari pencapaiannya tujuan. 
1. Tujuan Penelitian 
a. Menganalisis pengaruh dewan komisaris independen terhadap 





b. Menganalisis pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak pada 
industri farmasi di BEI periode tahun 2015-2018. 
c. Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran 
pajak pada industri farmasi di BEI periode tahun 2015-2018. 
d. Menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran 
pajak pada industri farmasi di BEI periode tahun 2015-2018. 
e. Menganalisis pengaruh pengungkapan CSR terhadap penghindaran pajak 
pada industri farmasi di BEI periode tahun 2015-2018. 
 
2. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Teoritis 
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi 
peneliti selanjutnya. Selain itu juga, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memperkaya dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang terjadinya 
kasus tindakan penghindaran pajak.  
b. Manfaat Praktis 
1) Bagi Lembaga Aparatur Pajak 
Diharapkan lembaga aparatur pajak lebih mengawasi wajib 
pajak badan dalam membayar pajak. Pihak aparatur pajak bekerja 
sama dengan auditor eksternal untuk memeriksa segala temuan 






2) Bagi Wajib Pajak Badan 
Diharapkan wajib pajak badan lebih dapat memiliki etika dan 
kesadaran yang tinggi dalam membayar pajak. Hal ini karena pajak 
merupakan pemasukan kas negara yang diperlukan guna membiaya 
penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional. Wajib pajak 
menjadi lebih suka rela dan menyadari dengan tidak melakukan 
kasus tindakan penghindaran pajak yang dapat menjatuhkan nama 






















A. Landasan Teori 
1. Pajak 
a. Pengertian Pajak 
Andriani dalam Waluyo (2014:2) menyebutkan bahwa pajak adalah 
iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang serta wajib 
membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat 
prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah 
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan 
tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan." 
Soemitro dalam Mardiasmo (2016:30), menyebutkan bahwa pajak 
adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat 
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 
pengeluaran umum. 
Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat diperoleh kesimpulan 
bahwa pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara 
dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat 
umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari 
pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum 
berupa penyelanggaraan negara dan pembangunan nasional, bukan untuk 





b. Kedudukan Hukum Pajak 
Sudirman dan Amirudin (2016:7), menyebutkan bahwa hukum 
Pajak adalah aturan atau undang-undang yang mengatur segala sesuatu 
yang terkait dengan pajak dan cakupan didalamnya yang meliputi hal 
bersangkutan tersebut. Hukum pajak memiliki kedudukan hukum yaitu 
sebagai berikut:  
1) Kedudukan Sebagai Hukum Perdata  
Kedudukan Hukum Pajak sebagai Hukum Perdata maksudnya 
adalah pajak itu mengatur hubungan antara satu individu dengan 
individu lainnya.  
2) Kedudukan Sebagai Hukum Publik  
Kedudukan Hukum Pajak sebagai hukum publik maksudnya 
adalah pajak itu mengatur hubungan antara pemerintah dengan 
rakyatnya dimana hukum ini dapat dildasifikasi lagi meliputi Hukum 
Tata Negara, Hukum Tata Usaha, Hukum Pajak, dan Hukum Pidana. 
 
Berdasarkan uraian tersebut, maka diperoleh disimpulkan bahwa 
kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Peraturan 
publik yang dimaksud adalah hukum umum atau hukum lain yang sudah 
ada sebelumnya, sedangkan peraturan khusus dalam hal ini adalah 
hukum pajak. Selain itu, hukum pajak juga menganut paham imperative, 
yaitu paham yang menyatakan bahwa pelaksanaan tidak boleh ditunda. 
Lain halnya dengan hukum pidana yang menganut paham oportunitas, 




c. Sistem Pemungutan Pajak 
Sudirman dan Amirudin (2016:9), menyebutkan bahwa sistem 
pemungutan pajak adalah metode atau tata cara pemungutan pajak atas 
obyek pajak. Adapun sistem pemungutan pajak itu meliputi:  
1) Official Assesment System  
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang jumlah 
pajak terutangnya ditetapkan atau ditentukan oleh aparat pajak atau 
fiskus (Pemerintah) dengan ciri-ciri:  
a) Fiskus atau aparat pajak berwewenang menentukan besarnya 
pajak;  
b) Wajib Pajak bersifat pasif;  
c) Utang timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) 
oleh aparat pajak. Dalam prakteknya banyak di antara Wajib 
Pajak membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya .  
2) Self Assesment System  
Sistem ini merupakan sistem yang dianut Bangsa Indonesia 
sejak reformasi perpajakan yang dimulai pada tahun 1984 dimana 
setiap Wajib Pajak diberikan wewenang atau kepercayaan, untuk 
mendaftarkan diri, menghitung hutang pajak sendiri dan melaporkan 
hasil perhitungan pajak mereka ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 
Sehingga aparat pajak hanyalah mengawasinya saja, melakukan 
pelayanan dan penyuluhan kepada Wajib Pajak. Adapun ciri-ciri dari 




a) Wajib Pajak diberi wewenang menentukan besar pajak terutang; 
b) Wajib Pajak besifat aktif;  
c) Aparat atau fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi saja. 
3) With Holding System  
Sistem ini merupakan sistem yang pemungutan pajaknya 
diberikan pada pihak ketiga dalam menentukan besarnya pajak yang 
terutang. Adapun ciri-ciri dari sistem ini meliputi:  
a) Pihak ketiga berwewenang menentukan besarnya pajak;  
b) Wajib pajak dan fiskus bersifat pasif. 
 
d. Hambatan Pemungutan Pajak 
Hartati (2015:45) menyebutkan bahwa pentingnya peran 
masyarakat untuk membayar pajak guna menanggung pembiayaan 
negara, menuntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban 
kenegaraan. Namun demikian, sebagian masyarakat tidak memenuhi 
kewajiban membayar pajak timbul dari hambatan dalam pemungutan 
pajak atau perlawanan pajak. Hambatan atau perlawanan terhadap 
pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua sebagai berikut: 
1) Perlawanan Pasif  
Perlawanan pasif, yaitu tidak mau (pasif) membayar pajak 
karena berbagai alasan, antara lain:  
a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat;  




c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan dengan baik.  
2) Perlawanan Aktif  
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang 
secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan menghindari 
pajak. Bentuknya, antara lain:  
a) Tax avoidance, usaha untuk meringankan beban pajak dengan 
tidak melanggar Undang-undang;  
b) Tax evation, usaha untuk meringankan beban pajak dengan cara 
melanggar Undang-undang (mengepalkan pajak). 
 
2. Penghindaran Pajak (Tax Avoidence) 
a. Pengertian Penghindaran Pajak (Tax Avoidence) 
Pohan (2016:23), menyebutkan bahwa tax avoidance merupakan 
upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi 
wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, 
dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan 
kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang 
dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak 
yang terutang. 
James & Prest dalam Waluyo (2014:4) menyebutkan bahwa 
penghindaran pajak (tax avoidance) adalah merupakan manipulasi 
penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan 





Robert Anderson dalam Widodo (2010:4) menyebutkan bahwa 
penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan cara mengurangi pajak 
yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak. 
Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, dapat diperoleh 
suatu kesimpulan bahwa penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan 
upaya penghindaran pajak yang memberikan efek terhadap kewajiban 
pajak yang dilakukan dengan cara masih tetap dalam bingkai ketentuan 
perpajakan. Metode dan teknik penghindaran pajak ini dilakukan dengan 
cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan 
peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. 
 
b. Cara Melakukan Penghindaran Pajak 
Hoque, et al dalam Pohan (2016:24) menyebutkan bahwa beberapa 
perusahaan seringkali melakukan praktek penghindaran pajak. Adapun 
cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu sebagai berikut:  
1) Menampakkan laba dari aktivitas operasional perusahaan sebagai 
laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak 
perusahaan tersebut. 
2) Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelajaan operasional dan 
membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi 




3) Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga dapat 
mengurangi laba bersih. 
4) Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan dibawah nilai 
penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak. 
5) Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam 
industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak. 
6) Memindahkan subjek pajak dan atau objek pajak ke negara-negara 
yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak  
atas suatu jenis penghasilan (substantive tax planning). 
7) Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi 
ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan 
beban pajak yang paling rendah (formal tax planning). 
8) Ketentuan anti avoidance atas transaksi transfer pricing, thin 
capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation 
(specific anti avoidance rule), serta transaksi yang tidak mempunyai 
substansi bisnis (general anti avoidance rule).” 
 
Penghindaran pajak bukannya bebas biaya. Beberapa biaya yang 
harus ditanggung yaitu pengorbanan waktu dan tenaga untuk melakukan 
penghindaran pajak, dan adanya risiko apabila penghindaran pajak 
terungkap. Risiko ini mulai dari yang terlihat yaitu bunga dan denda; dan 
yang tidak terlihat yaitu kehilangan reputasi perusahaan yang berakibat 




c. Pengukuran Penghindaran Pajak 
Dyreng, et al dalam Pohan (2016:26) menyebutkan bahwa variabel 
penghindaran pajak dapat dihitung melalui CETR (Cash Effective Tax 
Rate) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi 
dengan laba sebelum pajak. Adapun rumus untuk menghitung CETR 
adalah sebagai berikut : 
 Pembayaran Pajak  
CETR = ------------------------------ x 100% 
 Laba Sebelum Pajak 
Keterangan : 
Pembayaran pajak (cash tax paid) adalah jumlah kas pajak yang dibayar 
perusahaan berdasarkan laporan keuangan arus kas perusahaan.  
 
Semakin besar CETR ini mengindikasikan semakin rendah tingkat 
penghindaran pajak perusahaan. Pengukuran penghindaran pajak (tax 
avoidance) menggunakan Cash ETR baik yang digunakan untuk 
menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena 
Cash ETR tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti 
penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran 
menggunakan Cash ETR dapat menjawab atas permasalahan dan 
keterbatasan atas pengukuran tax avoidance berdasarkan model GAAP 
ETR. Semakin kecil nilai Cash ETR, artinya semakin besar penghindaran 




3. Dewan Komisaris Independen 
a. Pengertian Dewan Komisaris Independen 
Harahap (2013:63) menyatakan bahwa komisaris dan direktur 
independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang 
saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk 
tidak dalam kapasitas mewakili pihak manapun dan ditunjuk berdasarkan 
latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang 
dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan 
perusahaan. 
KNKG dalam Prasetya (2015:124) menyatakan bahwa komisaris 
independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi 
dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang 
saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan 
lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak 
independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. 
Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas menunjukkan bahwa 
komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris perusahaan 
yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak 
terafiliasi dengan manajemen, pemegang saham, dan anggota dewan 







b. Ketentuan Dewan Komisaris Independen 
Prasetya (2015:1260) menyebutkan bahwa dewan komisaris dapat 
terdiri dari satu orang atau lebih. Dewan komisaris merupakan majelis, 
sehingga dalam hal dewan komisaris terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang 
anggota, maka setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak 
sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris. 
Pengaturan mengenai besarnya jumlah anggota komisaris dapat diatur 
dalam Anggaran Dasar perseroan, disamping itu Anggaran Dasar 
perseroan juga dapat mengatur mengenai adanya 1 (satu) orang atau lebih 
komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan. 
Komisaris Independen, dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam UUPT, 
Komisaris independen telah diadopsi yakni pada Pasal 120 ayat (1) dan 
ayat (2), menyebutkan : 
1) Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau 
lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan. 
2) Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat 
berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan 








Dalam penjelasan Pasal 120 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa 
komisaris independen yang ada di dalam pedoman tata kelola perseroan 
yang baik (code of good corporate governance) adalah komisaris dari 
pihak luar perusahaan.  
Istilah independen pada komisaris independen maupun direksi 
independen bukan menunjukkan bahwa komisaris atau direksi lainnya 
tidak independen. Istilah komisaris independen ataupun direksi 
independen menunjukkan keberadaan mereka sebagai wakil dari 
pemegang saham independen (minoritas) dan juga mewakili kepentingan 
investor. 
Pada dasarnya komisaris independen merupakan anggota dewan 
komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris 
lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan 
bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya 
untuk bertindak independen atau bertindak demi kepentingan perusahaan. 
Dengan demikian komisaris independen merupakan komisaris yang tidak 
ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan direksi maupun 
pemegang saham. Oleh karena tidak ada hubungan seperti itu, maka 
komisaris independen ini diharapkan dapat bertindak objektif dan dapat 
melihat persoalan perseroan mensyaratkan adanya komisaris independen 






c. Metode Pengukuran Dewan Komisaris Independen 
Harahap (2013:65) menyebutkan bahwa metode pengukuran 
proporsi dewan komisaris independen dapat diukur dengan rasio atau (%) 
antara jumlah anggota komisaris independen dibandingkan dengan 
jumlah total anggota dewan komisaris.  
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumus perhitungan 
proporsi dewan komisaris independen adalah sebagai berikut:  
 Jumlah Anggota Komisaris Independen 
PDKI = ---------------------------------------------------- x 100%  
    Jumlah Total Anggota Dewan Komisaris 
 
Keterangan: 
PDKI = Proporsi Dewan Komisaris Independen 
 
Rumus tersebut berfungsi untuk mengetahui presentase proporsi 
dewan komisaris independen dengan membandingkan antara jumlah 
anggota komisaris independen dengan jumlah total anggota dewan 
komisaris. Apabila jumlah komisaris independen pada suatu perusahaan 
semakin besar atau dominan, maka dapat memberikan power kepada 
dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas pengungkapan informasi 
perusahaan. Komposisi dewan komisaris independen yang semakin besar 
dapat mendorong dewan komisaris untuk bertindak objektif dan mampu 




diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap 
kepentingan pemegang saham dan dapat benar-benar menempatkan 
kepentingan perusahaan diatas kepentingan lainnya. 
4. Komite Audit 
a. Pengertian Komite Audit 
Perusahaan-perusahaan publik berdasarkan kerangka dasar hukum 
di Indonesia diwajibkan untuk membentuk komite audit. Komite audit 
tersebut dibentuk oleh dewan komisaris. Oleh karena itu, semua 
perusahaan manufaktur publik merupakan perusahaan milik masyarakat 
luas. Bahkan, perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam aktivitas 
sehari-hari di luar bursa efek juga terkena kewajiban untuk membentuk 
komite audit yang salah satu tugasnya berkaitan dengan audit eksternal 
berhubungan dengan audit internal dan pengendalian internal.  
Halim (2015:64) menyebutkan bahwa komite audit adalah 
sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk 
mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus 
atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang 
bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan 
independensinya dari manajemen.  
Arens at. Al., dalam Sujarweni (2015:83) menyebutkan bahwa 
komite audit adalah sejumlah anggota dewan direksi perusahaan yang 
dipilih yang tanggung jawabnya termasuk membantu auditor tetap 




hingga lima atau kadang-kadang sebanyak tujuh direktur yang bukan 
bagian dari manajemen perusahaan. 
Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka diperoleh suatu 
kesimpulan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan 
komisaris perusahaan tercatat, yang anggotanya diangkat dan 
diberhentikan oleh dewan komisaris untuk membantu melakukan 
pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan 
fungsi direksi dalam mengelola perusahaan tercatat. 
 
b. Tujuan Komite Audit 
Menurut Keputusan Menteri No. 117 Tahun 2002 dalam Sujarweni 
(2015:85), menyebutkan bahwa tujuan dibentuknya komite audit adalah 
membantu komisaris atau dewan pengawas dalam memastikan efektivitas 
sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor 
eksternal dan auditor internal. Bapepam dalam Surat Edaran mengatakan 
bahwa tujuan Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris untuk : 
1) Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan; 
2) Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi 
kesempatan terjadi penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan;  
3) Meningkatkan efektivitas fungsi audit internal maupun ekternal 
audit; dan  





Beberapa rujukan perusahaan Amerika yang mengacu pada 
Securities And Exchange Commission (SEC), umumnya mencantumkan 
dalam Charter Komite Auditnya bahwa tujuan Komite Audit adalah 
membantu Dewan Komisaris untuk mengawasi:  
1) Integritas dari Laporan Keuangan perusahaan;  
2) Kualifikasi dan Kemandirian Auditor independen atau Auditor 
Eksternal;  
3) Kinerja dari Auditor Internal perusahaan dan Auditor Eksternal; dan  
4) Kepatuhan Perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan yang 
berlaku.  
Seiring dengan karakteristik tersebut, otoritas Komite Audit juga 
terkait dengan batasan mereka sebagai alat bantu Dewan Komisaris. 
Mereka tidak memiliki otoritas eksekusi apapun hanya memberikan 
rekomendasi kepada dewan komisaris, kecuali untuk hal spesifik yang 
telah memperoleh hak kuasa eksplisit dari dewan komisaris, missal: 
mengevaluasi dan menentukan kompensasi auditor eksternal, dan 
memimpin suatu investigasi khusus.  
Dalam menjalankan perannya, komite audit harus memiliki hak 
terbatas kepada direksi, auditor internal, auditor eksternal, dan semua 
informasi yang ada di perusahaan. Tanpa otoritas atau hak atas akses 
tersebut, akan tidak mungkin komite audit dapat menjalankan perannya 





c. Pengukuran Komite Audit 
Halim (2015:66) menyatakan bahwa pada dasarnya komite audit 
merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tujuan 
membantu Komisaris Independen dalam menjalankan tugas dan 
tanggung jawab pengawasan. Pengukuran komite audit dapat 
menggunakan proporsi komite audit, yaitu perbandingan jumlah komite 
audit dengan jumlah dewan komisaris yaitu sebagai berikut : 
                             Total Komite Audit 
Proposal Komite Audit = -------------------------------- x 100%  
                              Total Dewan Komisaris 
 
5. Kepemilikan Institusional 
a. Pengertian Kepemilikan Institusional 
Kepemilikan institusional dalam struktur kepemilikan memiliki 
peran monitoring management, kepemilikan institusional merupakan 
pihak yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan karena 
sifatnya sebagai pemilik saham mayoritas, selain itu kepemilikan 
institusional juga merupakan pihak yang memberikan kontrol terhadap 
manajemen dalam kebijakan keuangan perusahaan.  
Tampubolon (2013:218), menyebutkan bahwa kepemilikan institusi 
adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki institusional pada akhir 
tahun yang diukur dalam presentase saham yang dimiliki investor 
institusional dalam perusahaan seperti perusahaan asuransi, bank, dana 




Kasmir (2017:104), menyebutkan bahwa kepemilikan institusi 
merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik 
institusi dan blockholders pada akhir tahun. Yang dimaksud institusi 
adalah perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun lembaga 
lain yang bentuknya seperti perusahaan. Adapun yang dimaksud 
blockholders adalah kepemilikan individu atas nama perorangan diatas 
5% yang tidak termasuk dalam kepemilikan manajerial.  
Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, diperoleh kesimpulan 
bahwa kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh 
pihak institusi lain yaitu kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain 
maupun blockholders. Kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang 
terbentuk institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan 
investasi, dan kepemilikan institusi lain. Sementara blockholders adalah 
kepemilikan individu diatas 5% yang bukan kepemilikan manajerial.   
Kepemilikan institusional merupakan alat yang dapat digunakan 
untuk mengurangi agency conflict. Kepemilikan institusional memiliki 
kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses 
monitoring secara efektif. Dengan tingkat kepemilikan institusional yang 
tinggi maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh 
investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku opurtunistik 
yang dilakukan oleh pihak manajer serta dapat meminimalisir tingkat 





b. Pengukuran Kepemilikan Institusional 
Kasmir (2017:105), menyebutkan bahwa kepemilikan institusional 
diukur dengan menggunakan indikator jumlah presentase kepemilikan 
saham yang dimiliki oleh pihak institusi dari seluruh jumlah modal 
saham yang beredar. Rumus pengukuran kepemilikan institusional adalah 
sebagai berikut: 
                                                   Jumlah Saham Institusi 
Kepemilikan Institusional  =   --------------------------------- x 100% 
                                                      Jumlah Total Saham 
 
6. Kepemilikan Manajerial 
a. Pengertian Kepemilikan Manajerial 
Teori keagenan (agency theory) memunculkan argumentasi 
terhadap adanya konflik antara pemilik yaitu pemegang saham dengan 
para manajer. Konflik tersebut muncul sebagai akibat adanya perbedaan 
kepentingan antara kedua belah pihak. Keberadaan manajer perusahaan 
mempunyai latar belakang yang berbeda. Pertama pihak yang mewakili 
pemegang saham institusional. Sementara pihak kedua adalah pihak 
tenaga-tenaga profesional yang diangkat oleh pemegang saham, dan 
pihak yang duduk dijajarkan manajemen perusahaan. 
Downes dan Goddman dalam Mulyawan (2015:253), menyebutkan 
bahwa kepemilikan manajerial adalah para pemegang saham yang juga 




manajer secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu 
perusahaan yang bersangkutan. 
Kasmir (2017:107), menyebutkan bahwa kepemilikan manajerial 
adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif dalam 
pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris). Artinya 
kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh pihak 
manajemen perusahaan.  
Berdasarkan pengertian tersebut diatas, diperoleh suatu kesimpulan 
bahwa kepemilikan manajerial adalah proporsi saham biasa yang dimiliki 
oleh para manajemen (direksi dan komisaris) yang diukur dari persentase 
jumlah saham manajemen. Dengan adanya kepemilikan manajerial dapat 
menekan masalah keagenan, dan semakin besar kepemilikan manajerial 
dalam perusahaan maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan 
kinerjanya karena manajemen memiliki tanggung jawab untuk memenuhi 
keinginan dari pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri 
dengan mengurangi risiko keuangan perusahaan melalui penurunan 
tingkat hutang.  
 
c. Pengukuran Kepemilikan Manajerial 
Kasmir (2017:107), menyebutkan bahwa kepemilikan manajerial 
diukur dengan menggunakan indikator jumlah presentase kepemilikan 
saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dari seluruh jumlah modal 




adalah sebagai berikut : 
                                               Jumlah Saham Manajemen 
Kepemilikan Manajerial  =   ----------------------------------- x 100% 
                                                      Jumlah Total Saham 
 
7. Pengungkapan CSR 
a. Pengertian Pengungkapan CSR 
Lord Holme and Richard Watts dalam Hadi (2014:46) 
mendefinisikan bahwa "Corporate Social Responsibility is the continuing 
commitment by business to behave ethically and contribute to economic 
development while improving the quality of life of the workforce and 
their families as well as of the local community and society at large" 
(tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen berkelanjutan oleh 
bisnis untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan 
ekonomi sambil meningkatkan kualitas kehidupan tenaga kerja dan 
keluarganya serta masyarakat lokal dan masyarakat umumnya).  
Menurut Ghana dalam Hadi (2014:46) mendefinisikan "CSR is 
about capacity building for sustainable likelihoods. It respects cultural 
differences and finds the business opportunities in building the skills of 
employees, the community and the government. Corporate social 
responsibility (CSR) is about business giving back to society" (CSR 
adalah pengembangan kapasitas untuk kemungkinan berkelanjutan. Hal 




dan menemukan peluang bisnis dalam membangun keterampilan 
karyawan, masyarakat, dan pemerintah. Selain itu, tanggung jawab sosial 
perusahaan (CSR) juga merupakan pemberian kembali bisnis kepada 
masyarakat pada umumnya. 
Berdasarkan kedua definisi tersebut telah menunjukkan bahwa 
tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) 
adalah satu bentuk tindakan yang berangkat dari pertimbangan etis 
perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang 
dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan beserta 
keluarganya, serta sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat 
sekitar dan masyarakat secara lebih luas maupun pemerintahan.  
 
b. Manfaat Pengungkapan CSR 
Susanto (2009:13) menyebutkan bahwa tujuan utama perusahaan 
adalah mencapai keuntungan maksimal. Keuntungan yang diperoleh 
perusahaan melalui aktivitas ekonominya tersebut akan dibagikan dalam 
bentuk dividen pada para pemegang saham, sebagian diberikan untuk 
pembiayaan pertumbuhan dan pengembangan usaha pada masa yang 
akan datang, serta pembayaran pajak kepada pihak pemerintah.  
Bagi masyarakat, perusahaan dapat melaksanakan aktivitas-
aktivitas yang dapat meningkatkan kompetensi masyarakat berbagai 
bidang, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. 




dikemukakan oleh Susanto (2009:14) diantaranya adalah sebagai berikut: 
1) CSR dapat mengurangi risiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak 
pantas yang diterima perusahaan.  
2) CSR berfungsi sebagai pelindung dan ikut membantu perusahaan 
meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis.   
3) CSR dapat membuat karyawan merasa terlibat dan bangga 
4) CSR yang dilaksanakan secara konsisten mampu memperbaiki dan 
mempererat hubungan antara perusahaan dengan stakeholdersnya. 
5) CSR dapat membantu meningkatkan penjualan  
6) Insentif-insentif lainnya seperti insentif pajak dan berbagai perlakuan 
khusus lainnya 
 
c. Pengukuran Pengungkapan CSR 
GRI (Global Reporting Initiative) dalam Hadi (2014:175) 
menyebutkan bahwa pengungkapan CSR mempunyai tiga fokus 
pengungkapan indikator yaitu sebagai berikut: 
1) Indikator kinerja ekonomi (economic performance indicator), 9 item 
2) Indikator kinerja lingkungan (environment performance indicator), 
29 item 
3) Indikator kinerja sosial (social performance indicator) 40 item, 
terdiri dari tenaga kerja (labor practices and decent work); hak asasi 
manusia (human rights performance); Sosial (society) dan tanggung 




Pengungkapan CSR diukur pengungkapan informasi CSR dalam 
annual report perusahaan atau CSR disclosure Indeks (CSRI). Metode 
pengumpulan data yaitu dengan sistem checklist item berdasarkan annual 
report sesuai dengan item yang sudah ditetapkan. Sebanyak 78 (tujuh 
puluh delapan) item tersedia kemudian disesuaikan dengan masing-
masing sektor sehingga item pengungkapan diharapkan dari setiap sektor 
berbeda-beda. 
Pendekatan untuk menghitung CSRI pada dasarnya menggunakan 
pendekatan dikotomi yaitu setiap item CSR dalam instrumen penelitian 
diberi nilai 1 jika diungkapkan, dan nilai 0 jika tidak diungkapkan. Skor 
dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk 





CSRIj = CSR Disclosure Index perusahaan j 
Nj = Jumlah item untuk perusahaan j, nj ≤ 78 item 
Xij = Dummy variable : 1 = jika item i diungkapkan; 0 = jika item i 





            ΣXij 
CSRIj  =  -------------- x 100% 





B. Studi Penelitian Terdahulu 
Peranan studi penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan 
dalam rangka penyusunan penelitian ini. Fungsinya yaitu untuk mengetahui hasil 
yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan membandingkannya dengan hasil 
penelitian ini. Beberapa studi penelitian terdahulu adalah sebagai berikut: 
1. Rahmawati, Endang dan Agusti (2016), “Pengaruh Pengungkapan Corporate 
Social Responsibility dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance 
(Studi pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2012-
2014).” Hasil penelitian yaitu komisaris independen dan CSR berpengaruh 
positif dan signifikan. Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan 
kualitas komite audit dan auditor eksternal untuk nilai perusahaan. 
2. Mahulae, Pratomo dan Nurbaiti (2016), “Pengaruh Kepemilikan Institusional, 
Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit Terhadap Tax Aovidance (Studi 
pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 
2010-2014).” Hasil penelitian menunjukan bahwa kepemilikan institusional 
memiliki pengaruh positif signifikan dan komite audit memiliki pengaruh 
negatif signifikan terhadap tax avoidance. Sedangkan kepemilikan manajerial 
tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance. 
3. Eksandy (2017), “Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan 
Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance).” (Studi 
Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 




Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen dan kualitas 
audit berpengaruh positif terhadap tax avoidance, komite audit tidak 
berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Secara simultan komisaris 
independen, komite audit dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap 
penghindaran pajak (tax avoidance). 
4. Hidayat (2017), “Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility 
dan Struktur Kepemilikan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Studi 
Empiris pada Perusahaan Sektor Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) Tahun 2010-2015).” Hasil penelitian menunjukkan struktur 
kepemilikan asing, kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan institusional 
tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Sementara 
corporate social responsibility dan struktur kepemilikan keluarga secara 
signifikan mempengaruhi praktik penghindaran pajak.  
5. Zahirah (2017), “Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan 
Manajerial dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada 
Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2015).” Hasil 
penelitian ini menunjukkan variabel leverage dan kepemilikan institusional 
berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, kepemilikan 
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C. Kerangka Pemikiran 
Sugiyono (2016:60), menyebutkan bahwa kerangka pemikiran merupakan 
model konseptual tentang teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang 
telah didefinisikan sebagai masalah yang sangat penting. Selain itu, kerangka 
pemikiran juga merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang 





1. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak. 
Istilah independen pada komisaris independen maupun direksi 
independen bukan menunjukkan bahwa komisaris atau direksi lainnya tidak 
independen. Istilah komisaris independen ataupun direksi independen 
menunjukkan keberadaannya sebagai wakil dari pemegang saham independen 
(minoritas) dan juga mewakili kepentingan investor. Komisaris independen 
merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, 
anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali.   
Dalam melakukan aktivitasnya, komisaris independen terbebas dari 
hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang mempengaruhi kemampuannya 
untuk bertindak independen atau bertindak demi kepentingan perusahaan. 
Oleh karena tidak memiliki hubungan tersebut, maka komisaris independen 
diharapkan dapat bertindak objektif saat mengambil keputusan. Misalnya 
etika perusahaan dalam membayar pajak dengan tidak melakukan tindakan 
penghindaran pajak. Hal ini berarti semakin obyektif komisaris indepeden 
dalam mengambil keputusan, maka kasus penghindaran pajak diharapkan 
semakin terhindarkan (Prasetya, 2015:126).  
2. Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. 
Tujuan komite audit dibentuk oleh perusahaan adalah untuk membantu 
komisaris atau dewan pengawas dalam memastikan efektivitas sistem 
pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan 
auditor internal. Ketentuan tersebut secara jelas tertuang dalam Keputusan 




otoritas yang juga terkait dengan batasan sebagai alat bantu dewan komisaris. 
Komite audit tidak memiliki otoritas eksekusi apapun hanya memberikan 
rekomendasi kepada dewan komisaris, kecuali untuk hal spesifik yang telah 
memperoleh hak kuasa eksplisit dari dewan komisaris.  
Dalam menjalankan perannya, komite audit harus memiliki hak terbatas 
kepada direksi, auditor internal, auditor eksternal, dan semua informasi yang 
ada di perusahaan. Pada dasarnya peranan komite audit adalah mengawasi 
aktivitas keuangan perusahaan agar selalu sesuai dengan prosedur yang 
ditetapkan, termasuk diantaranya yaitu mencegah terjadinya kasus 
penghindaran pajak yang akan menjatuhkan nama baik perusahaan pada masa 
yang akan datang  (Sujarweni, 2015:85). 
3. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. 
Kepemilikan institusi merupakan proporsi kepemilikan saham oleh 
pemilik institusi dan blockholders pada akhir tahun. Lembaga institusi dapat 
berupa perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, atau lembaga lain 
yang berbentuk perusahaan. Sementara blockholders adalah kepemilikan 
perorangan diatas 5% (bukan kepemilikan manajerial).  
Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan 
pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif. Dengan tingkat 
kepemilikan institusional yang tinggi maka akan menimbulkan usaha 
pengawasan yang lebih besar oleh investor institusional sehingga dapat 
menghalangi perilaku pihak manajer, termasuk melakukan tindakan kasus 





4. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. 
Dalam suatu perusahaan seringkali terjadi konflik kepentingan antara 
pemegang saham dengan para manager. Hal ini sebagaimana dikemukan pada 
teori keagenan (agency theory). Keberadaan manajer perusahaan terkadang 
memiliki latar belakang yang berbeda dengan para pemegang saham. Namun 
demikian jika proporsi kepemilikan manajerial semakin tinggi (pemagang 
saham yang dipegang oleh pihak manajer), maka konflik akan semakin dapat 
teratasi. Dengan kepemilikan manajerial dapat menekan masalah keagenan, 
dan semakin besar kepemilikan manajerial pada perusahaan, maka 
manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerjanya karena 
manajemen memiliki tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari 
pemegang saham,  termasuk tidak melakukan tindakan kasus penghindaran 
pajak yang menjatuhkan nama baik perusahaan (Mulyawan, 2015:253).  
5. Pengaruh Pengungkapan CSR Terhadap Penghindaran Pajak. 
Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan suatu bentuk 
tindakan yang berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan 
untuk meningkatkan ekonomi, yang dibarengi dengan peningkatan kualitas 
hidup bagi karyawan beserta keluarganya, serta sekaligus peningkatan 
kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas maupun 
pemerintahan. Tindakan pengungkapan CSR bernilai etika bisnis yang tinggi, 
dimana karyawan, masyarakat sekitar dan pemerintah diperhatikan (termasuk 




aktivitas bisnis yang dijalankan (Hadi, 2014:46).  
Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti dapat membuat suatu kerangka 












Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 
penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 
kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2016:70). Adapun bentuk rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
H1 : Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran 
pajak pada industri farmasi di BEI periode tahun 2015-2018. 
H2 : Komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada 
industri farmasi di BEI periode tahun 2015-2018. 
H3 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran 
Dewan Komisaris Independen  (X1) 
Penghindaran Pajak (Y) 
Koimte Audit  (X2) 
Kepemilikan Institusional  (X3) 










pajak pada industri farmasi di BEI periode tahun 2015-2018. 
H4 : Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran 
pajak pada industri farmasi di BEI periode tahun 2015-2018. 
H5 : Pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 

























A. Pemilihan Metode  
Dalam penelitian ini pemilihan metode yang digunakan adalah metode 
penelitian ex post facto. Menurut Sugiyono (2016:6) penelitian ex post facto 
adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi 
dan kemudian merunut ke belakang untuk mengetahui beberapa faktor yang dapat 
menyebabkan timbulnya kejadian tersebut.  
Sementara metode riset yang digunakan pada penelitian ini adalah riset 
korelasi. Menurut Umar (2013: 25), riset korelasi merupakan riset atau penelitian 
yang dirancang untuk menentukan tingkat hubungan variabel-variabel yang 
berbeda dalam suatu populasi. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif 
dengan skala pengukuran rasio. Jenis riset penelitian ini merupakan penelitian 
tingkatan tertinggi berdasarkan tingkat ekspalanasinya.  
 
B. Teknik Pengambilan Sampel 
1. Populasi 
Menurut Umar (2013:77), populasi merupakan wilayah generalisasi 
yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik  tertentu 
dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota 
sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di 







Menurut Arikunto (2014:174), sampel merupakan sebagian atau wakil 
populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini jumlah sampel akan diambil 
dengan menggunakan metode purposive sampling.  Metode purposive 
sampling adalah metode pemilihan sampel berdasarkan karakteristik tertentu 
yang memiliki sangkut paut dengan karakteristik populasi yang telah 
diketahui sebelumnya (Umar,2013:92). Adapun karakteristik atau pemilihan 
kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
a. Perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 
periode tahun 2015-1018. 
b. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan secara lengkap pada 
periode tahun 2015-2018. 
c. Perusahaan yang tidak keluar (desliting) di BEI selama periode tahun 
2015-2018. 
d. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah. 
e. Perusahaan yang memiliki tahun tutup buku 31 Desember. 
f. Perusahaan yang memiliki kelengkapan data yang berkaitan dengan 
variabel penelitian periode tahun 2015-2018. 
Berdasarkan karakteristik atau pemilihan kriteria perusahaan yang diambil 
dari jumlah populasi yang terdaftar di BEI sebanyak 625 perusahaan, maka 
jumlah perusahaan yang berhasil terseleksi adalah sebanyak 10 perussahaan 






Data Nama Industri Farmasi 
1   DVLA   PT Darya Laboratoria Tbk   11 Nop 1994
2   INAF   PT Indofarma (Persero) Tbk   17 Apr  2001
3   KAEF   PT Kimia Farma (Persero) Tbk   04  Jul   2001
4   KLBF   PT Kalbe Farma Tbk   30  Jul   1991
5   MERK   PT Merck Indonesia Tbk   23  Jul   1981
6   PYFA   PT Pyridam Farma Tbk   16  Okt  2001
7   SCPI   PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk   08  Jun  1990
8   SIDO   PT Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk   18  Des  2013
9   SQBB   PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk   29  Mar 1993
10   TSPC   PT Tempo Scan Pasific Tbk   17  Jan  1994
No Kode Saham Nama Emiten Tanggal Listing
 
Sumber : www.idx.co.id 
 
C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 
1. Definisi Konseptual Variabel 
a. Variabel Dependen 
Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang 
dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas 
(Sugiyono, 2016:40). Dalam penelitian ini yang berlaku sebagai variabel 
dependen adalah penghindaran pajak.  
Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah tindakan manipulasi 
penghasilan yang dilakukan secara legal oleh suatu perusahaan, dimana 
tindakan tersebut dianggap masih sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang 





b. Variabel Independen 
Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang 
mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 
variabel depeden atau variabel terikat (Sugiyono, 2016:39). Dalam 
penelitian ini yang berlaku sebagai variabel independen adalah dewan  
komisaris, komite audit, kepemilikan institusi, kepemilikan manajerial 
dan pengungkapan CSR.  
1) Dewan komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak 
berafiliasi dengan manajemen, anggota komisaris lainnya dan 
pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau 
lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak 
independen demi kepentingan perusahaan (KNKG dalam Prasetya, 
2015:124).  
2) Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok 
yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk 
melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan 
komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk 
membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari 
manajemen (Halim, 2015:64). 
3) Kepemilikan institusi adalah proporsi kepemilikan saham yang 
dimiliki institusional pada akhir tahun yang diukur dalam presentase 




asuransi, bank, dana pensiun, dan investment banking (Tampubolon, 
2013:218).  
4) Kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak 
manajemen yang aktif dalam pengambilan keputusan (direktur dan 
komisaris). Artinya kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan 
saham oleh pihak manajemen perusahaan (Kasmir, 2017:107). 
5) Pengungkapan CSR adalah komitmen berkelanjutan suatu bisnis 
untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan 
ekonomi sambil meningkatkan kualitas kehidupan tenaga kerja dan 
keluarganya serta masyarakat lokal dan masyarakat umumnya 
(Holme and Watts dalam Hadi, 2014:46). 
 
2. Definisi Operasional Variabel 
Tabel 3 





Operasionalisasi Variabel Penelitian 
 
Komite Audit
X2 Total Komite Audit Rasio
Total Dewan Komisaris
Kepemilikan Institusional
X3 Jumlah Saham Institusi Rasio
Jumlah Total Saham
Kepemilikan Manajerial
X4 Jumlah Saham Manajemen Rasio
Jumlah Total Saham
Pengungkapan CSR
X5 Jumlah Item Diungkapkan Rasio
Jumlah Total Item
Variabel Definisi Rumus Skala
Sekelompok orang yang dipilih 
untuk mengerjakan pekerjaan 
tertentu atau untuk melakukan 
tugas-tugas khusus atau sejumlah 
anggota dewan komisaris 
perusahaan klien yang 
bertanggungjawab untuk 
membantu auditor dalam 
mempertahankan 
independensinya dari manajemen 
KA = x 100
Komitmen berkelanjutan oleh 
suatu bisnis untuk berperilaku etis 
dan berkontribusi terhadap 
pembangunan ekonomi sambil 
meningkatkan kualitas kehidupan 
tenaga kerja dan keluarganya 
serta masyarakat lokal dan 
masyarakat umumnya
CSR = x 100
Proporsi kepemilikan saham yang 
dimiliki institusional pada akhir 
tahun yang diukur dalam 
presentase saham yang dimiliki 
investor institusional seperti 
perusahaan asuransi, bank, dana 
pensiun, dan investment 
banking 
KI = x 100
Pemegang saham dari pihak 
manajemen yang aktif dalam 
pengambilan keputusan (direktur 
dan komisaris).






D. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk dapat memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka 
dilakukan prosedur pengumpulan data sebagai berikut : 
1. Dokumentasi atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan tujuan 
untuk memperolah konsep dan landasan teori yang bersumber dari buku 
kepustakaan dan kajian jurnal penelitian. 
2. Akses situs resmi yaitu mengambil data yang diperlukan guna mengadakan 
penelitian berupa data ratio keuangan seluruh sampel perusahaan yang 
bersumber dari situs www.sahamok.com dan www.idx.co.id.   
 
E. Teknik Analisis Data 
1. Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas untuk mengetahui apakah variabel dependen, 
independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau 
tidak (Umar, 2013:181). Uji normalitas yang dipakai peneliti adalah uji 
kolmogorov smirnov. Keputusan pada uji normalitas yang ditentukan 
yaitu apabila probability value > 0,025 maka keputusan Ho diterima 
(berdistribusi normal) dan apabila probability value < 0,025 maka 
keputusan Ho ditolak (tidak berdistribusi normal). 
b. Uji Multikolinearitas 
Uji multkolinearitas untuk mengetahui apakah pada model regresi 




maka terdapat masalah multikolinearitas yang harus segera diatasi 
(Umar, 2013:177). Gejala multikolinearitas bisa dilihat dari nilai VIF dan 
nilai tolerance. Keputusannya adalah jika nilai VIF < 10 atau nilai 
tolerance > 0,10.  
c. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah model 
regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke 
pengamatan lain. Jika varians residual dari pengamatan ke pengamatan 
lain tetap disebut homoskedastisitas. Namun jika berbeda disebut 
heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi gejala 
heteroskedastisitas (Umar, 2013:179). 
Uji heteroskedastisitas ini menggunakan Uji Park. Adapun kriteria 
pengujian adalah Ho diterima jika nilai probabilitas atau nilai ρ ˃ 0,025, 
maka persamaan regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 
Sebaliknya Ho ditolak jika nilai nilai probabilitas atau nilai ρ < 0,025, 
maka persamaan regresi berganda terjadi masalah heteroskedastisitas. 
d. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi linear teradapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada 
periode t dengan kesalahan pengganggu periode t-1 (sebelumnya) Jika 
terjadi korelasi, maka terdapat gejala autokorelasi. Autokorelasi muncul 
karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama 




Uji Durbin-Watson (DW test). Dasar pengambilan keputusannya dalam 
pengujian ini adalah sebagai berikut ini :  
Tabel 4 
Uji Autokorelasi 
Hipotesis Nol Keputusan Jika 
Tidak ada autokorelasi 
positif 
Tolak 0 < d < dl 
Tidak ada autokorelasi 
positif 
No desicison dl ≤ d ≤ du 
Tidak ada korelasi negatif Tolak 4 - dl < d < 4  
Tidak ada korelasi negatif No desicison 4 - dl ≤ d ≤ 4 - du 
Tidak ada autokorelasi Tidak ditolak du < d < 4 - du 
Positif atau negatif     
 
Sumber : Ghozali (2016:108) 
 
2. Analisis Regresi Berganda 
Analisis regresi berganda digunakan untuk tujuan peramalan, dimana 
dalam model tersebut terdapat sebuah variabel dependen dan beberapa 
variabel independen. Namun pada kenyataannya analisis regresi berganda 
digunakan juga oleh sebagian besar peneliti untuk menjelaskan hubungan 
secara linear antara beberapa variabel independen terhadap satu variabel 




Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan peneliti untuk 
mengetahui hubungan atau pengaruh secara linear antara variabel dewan 
komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan 
manajerial dan pengungkapan CSR terhadap penghindaran pajak pada 
industri farmasi di BEI periode tahun 2015-2018. Sementara rumus umum 
regresi berganda yang dipergunakan sebagai berikut : 
Y    =     a  +  b1X1 +  b2X2  +  b3X3  +  b4X4  +  b5X5  +  e 
 
Keterangan : 
Y = Penghindaran Pajak  
a = Konstanta  
b1;b2;b3;b4;b5 = Koefisien Regresi  
X1   = Dewan Komisaris Independen 
X2   = Komite Audit 
X3   = Kepemilikan Institusional 
X4   = Kepemilikan Manajerial 
X5   = Pengungkapan CSR 
e = error  
 
3. Uji Hipotesis t 
Uji Hipotesis t ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel 
dewan komisaris independen, komite audit, kepemmilikan 




memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap 
penghindaran pajak pada industri farmasi di BEI periode tahun 2015-
2018. 
Kriteria pengujian jika probabilitas atau signifikasi < 0.025 
maka berarti hipotesis diterima atau terdapat pengaruh yang signifikan, 
sebaliknya jika nilai signifikasi > 0.025 maka hipotesis ditolak atau 
tidak terdapat pengaruh yang signifikan. 
 
4. Koefisien Determinasi  
Menurut Kurniawan dan Yuliarto (2015:95) koefisien determinasi 
adalah merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data yang dihitung 
berdasarkan model statisik. Dengan kata lain, koefisien determinasi diartikan 
dengan seberapa besar variabel independen X menentukan tingkat variabel Y 





 dapat diinterpretasikan sebagai besar proporsi variabilitas total 
dalam variabel Y yang dapat dihitung oleh sekumpulan variabel independen 
atau variabel X. Jika nilai R
2
 = 1 maka model yang dihasilkan mampu 
menerangkan semua variabilitas dalam variabel Y. Namun, jika R
2
 = 0, maka 
tidak ada hubungan antara variabel independen (X) dengan variabel Y. 
Dengan kata lain, nilai Xi sama sekali tidak berpengaruh dalam memprediksi 
nilai Yi. Semakin dekat nilai R
2
 dengan 1, maka semakin baik tingkat 






HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 
 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan mempublikasikan laporan 
tahunanya di website BEI secara konsisten dari tahun 2015-2018. Kriteria 
yang digunakan dalam penelitian sampel adalah Perusahaan farmasi yang 
terdaftar di BEI, menerbitkan laporan keuangan secara lengkap, tidak 
keluar (desliting) di BEI, menyajikan laporan keuangan dalam mata uang 
rupiah, memiliki tahun tutup buku 31 Desember, dan memiliki 
kelengkapan data yang berkaitan dengan variabel penelitian selama 
periode tahun 2015-2018.  
 Berdasarkan karakteristik atau pemilihan kriteria perusahaan yang 
diambil dari jumlah populasi yang terdaftar di BEI sebanyak 625 
perusahaan. Pemilihan sampel dengan menggunakan purposive sampling, 
jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria adalah sebanyak 10 
perusahaan farmasi yang laporan tahunannya tersedia selama empat tahun 
dari 2015 sampai 2019. Jumlah perusahaan perusahaan farmasi yang 








Data Nama Industri Farmasi 
1   DVLA   PT Darya Laboratoria Tbk   11 Nop 1994
2   INAF   PT Indofarma (Persero) Tbk   17 Apr  2001
3   KAEF   PT Kimia Farma (Persero) Tbk   04  Jul   2001
4   KLBF   PT Kalbe Farma Tbk   30  Jul   1991
5   MERK   PT Merck Indonesia Tbk   23  Jul   1981
6   PYFA   PT Pyridam Farma Tbk   16  Okt  2001
7   SCPI   PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk   08  Jun  1990
8   SIDO   PT Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk   18  Des  2013
9   SQBB   PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk   29  Mar 1993
10   TSPC   PT Tempo Scan Pasific Tbk   17  Jan  1994
No Kode Saham Nama Emiten Tanggal Listing
 
Sumber : www.idx.co.id 
 
B. Hasil Penelitian 
1. Analisis Statistik Deskriptif 
  Statistik deskriptif bertujuan agar menunjukan gambaran  maupun 
hasil deskriptif dari data yang dihasilkan dari rata-rata (mean), nilai 
minimum, nilai maksimum dan standar deviasi. Penelitian ini 
menggunakan lima variabel, yang terdiri dari variabel independen yaitu 
Dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, 
kepemilikan manajerial, dan Corporate Social Responsiblity, 
sedangkanvariabel dependen yaitu penghindaran pajak. Pengukuran 
statistik deskriptif dalam penelitian ini berupa nilai minimum, 
maksimum, mean atau rata-rata, dan sumber deviasi. Hasil analisis 






Sumber : Olah Data SPSS Versi 22 
 
Berdasarkan hasil tabel 4.2 maka dapat dilihat hasil analisis 
deskriptif sebagai berikut : Jumlah sampel (n) sebanyak 40. Variabel dewan 
komisaris independen (X1) memiliki nilai minimum sebesar 0,3300, nilai 
maksimum 0,6000, rata-rata sebesar 0,384500 dan standar deviasi sebesar 
0,0767597.  
Variabel komite audit (X2) memiliki nilai minimum sebesar 0,4300, 
nilai maksimum 1,0000, rata-rata sebesar 0,778750 dan standar deviasi 
sebesar 0,2234369.  
Variabel kepemilikan institusional (X3) memiliki nilai minimum 
sebesar ,0000, nilai maksimum 0,9900, rata-rata sebesar 0,781500 dan 
standar deviasi sebesar 0,2346470.  
Variabel kepemilikan manajerial (X4) memiliki nilai minimum 
sebesar 0,0000, nilai maksimum 0,7290, rata-rata sebesar 0,059880 dan 
standar deviasi sebesar 0, 0014124.  
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
X1 40 ,3300 ,6000 ,384500 ,0767597 
X2 40 ,4300 1,0000 ,778750 ,2234369 
X3 40 ,0000 ,9900 ,781500 ,2346470 
X4 40 ,0000 ,7290 ,059880 ,0014124 
X5 40 ,3461 ,4743 ,4035 ,2757078 
Y 40 ,0000 ,5370 ,249575 ,0951730 




Variabel pengungkapan CSR  (X5) diukur menggunakan CSR index 
dalam periode 2015-2018 menunjukan nilai minimum sebesar 0,3461, nilai 
maksimum 0,4743 rata-rata sebesar 0,4035 dan standar deviasi sebesar 
0,2757078. Variabel penghindaran Pajak  (Y) memiliki nilai minimum 
sebesar 0,0000, nilai maksimum 0,5370 rata-rata sebesar 0,249575 dan 
standar deviasi sebesar 0,0951730. CSR index merupakan jumlah item yang 
CSR yang diungkapkan perusahaan dan terdapat dilaporan tahunan dibagi 
dengan 78 pengungkapan. 
Berdasarkan hasil olah data statistik deskriptif diatas menunjukan 
nilai rata-rata (Mean) dari keseluruhan data yang dihasilkan lebih besar 
dari nilai standar deviasi (Std.deviation), sehingga dapat disimpulkan 
penyebaran data normal dan hal ini merupakan representasi yang baik atas 
keseluruhan data yang diteliti. 
 
C. Analisis Data 
1. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas digunakan untuk mengetahuiapakah 
variabeldependen, independenataukeduanyaberdistribusi normal, 
mendekati normal atautidak (Umar, 2013:181). Uji normalitas 
yang dipakai peneliti adalah uji kolmogorov smirnov. 
Keputusanpada uji normalitas yang ditentukan yaitu apabila 




(berdistribusi normal) dan apabila probability value < 0,025 maka 
keputusan Ho ditolak (tidak berdistribusi normal). 
Tabel 4.3 
Hasil Uji Normalitas Kolmogrov Smirnov 







 Mean ,0000000 
Std. Deviation ,08534294 
Most Extreme Differences Absolute ,188 
Positive ,131 
Negative -,188 
Test Statistic ,188 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d
 
Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig. ,103
e
 
99% Confidence Interval Lower Bound ,095 
Upper Bound ,111 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
e. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 
Sumber: data diolah, 2019 
 
Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan uji tes 
kolmogrov smirnov maka dapat disimpulkan bahwa nilai sig. (2-
tailed) sebesar 0,200 > 0,025 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho 
tidak dapat ditolak yang berarti bahwa nilai residual terstandarisasi 






b. Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas untuk mengetahui apakah pada model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variable independen. Jika terjadi 
korelasi, maka terdapat masalah multikolinearitas yang harus segera 
diatasi (Umar, 2013:177). Gejala multikolinearitas bisa dilihat dari nilai 
VIF dan nilai tolerance. Keputusannya adalah jika nilaiVIF < 10 atau 
nilai tolerance > 0,10.  
Tabel 4.4 














Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 2,295 1,219  2,385 ,023   
Dewan Komisaris 
Independen 
-,111 ,249 -,089 -,444 ,005 ,588 1,702 
Komite Audit ,049 ,137 ,062 ,676 ,504 ,462 2,163 
Kepemilikian 
Institusional 
,059 ,111 ,101 ,240 ,811 ,128 7,811 
Kepemilikian 
Manajerial 
-,174 ,232 -,312 ,751 ,458 ,137 7,280 
Pengungkapan 
CSR 
-,016 ,008 -,374 
-
2,046 
,069 ,707 1,414 
a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak 
Sumber : Data diolah, 2019 
 
 Berdasarkan tabel 4.4 hasil uji multikolonieritas, menunjukan 
bahwa antar variabel Dewan komisaris independen, komite audit, 
kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan Corporate Social 




tolerance masing-masing variabel independen berada diatas 0,1 dan nilai 
VIF masing-masing variabel independen dibawah 10. 
c. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah model 
regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan 
kepengamatan lain. Jika varians residual dari pengamatan kepengamatan 
lain tetap disebut homoskedastisitas. Namun jika berbeda disebut 
heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi gejala 
heteroskedastisitas (Umar, 2013:179). 
Salah satu cara untuk melihat adanya problem heteroskedatisitas 
adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat 
(ZPRED) dengan residualnya (SRESID).Deteksi ada tidaknya 
heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola 
tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu 
Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi 
– Y sesungguhnya) yang telah di-studentized. Dasar analisisnya yaitu : 
1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 
tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), 
maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 
2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan 













Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
Berdasarkan gambar 4.5 hasil uji heteroskedastisitas grafik 
scatterplot menunjukan bahwa tidak ditemukan pola tertentu yang 
teratur dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada 
sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model 
regresi. 
d. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi linear teradapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada 
periode t dengan kesalahan pengganggu periode t-1 (sebelumnya). Jika 
terjadi korelasi, maka terdapat gejala autokorelasi. Autokorelasi muncul 
karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama 
lainnya (Ghozali, 2016:107). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 













Berdasarkan tabel 4.6 hasil uji autokorelasi dengan 
menggunakan uji Durbin – Watson (DW test) menunjukan nilai DW 
sebesar 2,150.  
Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan tabel keputusan 
uji DW (du < d ≤ 4 – du)  nilai signifikasi 5%, jumlah sampel 40 (n) 
dan jumlah variabel independen 5 (k=5), maka di tabel Durbin Watson 
akan didapat nilai du = 1, 7859. Oleh karena nilai DW 2,150 lebih 
besar dari batas atas (du) dan kurang dari 4 – 1, 7859 (4 – du) atau (1, 
7859 < 2,150 < 2,2141) maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji 
penelitian ini sesuai dengan tabel keputusan uji DW (du < d ≤ 4 – du)  
yang artinya tidak terdapat autokorelasi. 
2. Analisis Regresi Berganda 
 
Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan 
peneliti untuk mengetahui hubungan atau pengaruh secara linear 
antara variabel dewan komisaris independen, komite audit, 
kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan pengungkapan 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,196 ,708 ,0914030 2,150 
a. Predictors: (Constant), Pengungkapan CSR, Kepemilikian Manajerial, Komite Audit , 
Dewan Komisaris Independen , Kepemilikian Institusional 




periode tahun 2015-2018. 
Tabel 4.7 












B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 2,295 1,219  2,385 ,023   
Dewan Komisaris 
Independen 
-,111 ,249 -,089 -,444 ,005 ,588 1,702 
Komite Audit ,049 ,137 ,062 ,676 ,504 ,462 2,163 
Kepemilikian 
Institusional 
,059 ,111 ,101 ,240 ,811 ,128 7,811 
Kepemilikian 
Manajerial 
-,174 ,232 -,312 ,751 ,458 ,137 7,280 
Pengungkapan 
CSR 
-,016 ,008 -,374 
-
2,046 
,069 ,707 1,414 
a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak 
Sumber : Data diolah, 2019 
Berdasarkan tabel 4.7 hasil perhitungan didapat persamaan regresi 
Y = 2,295 – 0,111 X1 + 0,049 X2 + 0,059X3 - 0,174 X4- 0,016X5 + e 
Persamaan regresi berganda diatas dapat diartikan bahwa : 
a. Konstanta sebesar 2,295 menyatakan bahwa semua variabel bebas 
yang meliputi Dewan komisaris independen, komite audit, 
kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan Corporate 
Social Responsiblity, maka dapat diartikan tingkat penghindaran 
pajak sebesar 2,295. 
b. Koefisien regresi Dewan komisaris independen sebesar -0,111 
menyatakan bahwa variabel dewan komisaris independen 




peningkatan prosentase dewan komisaris independen sebesar satu 
persen, maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan 
sebesar 0,111% dengan asumsi variabel konstan, demikian 
sebaliknya. 
c. Koefisien regresi komite audit sebesar 0,049 menyatakan bahwa 
variabel komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran 
pajak. Apabila terjadi peningkatan jumlah komite audit sebesar satu 
persen, maka penghindaran pajak akan mengalami peningkatan 
sebesar 0,049% dengan asumsi variabel lain konstan, demikian 
juga sebaliknya. 
d. Koefisien regresi kepemilikan institusional sebesar 0,059  
menyatakan bahwa variabel kepemilikian institusional berpengaruh 
positif terhadap penghindaran pajak. Apabila terjadi peningkatan 
prosentase kepemilikan institusional sebesar satu persen maka 
penghindaran pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,059% 
dengan asumsi variabel lain konstan, demikian juga sebaliknya. 
e. Koefisien regresi Kepemilikian Manajerial sebesar -0,174 
menyatakan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh 
negatif terhadap penghindaran pajak. Apabila terjadi peningkatan 
modal saham dari kepemilikan manajerial sebesar satu persen maka 
penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar -0,174% 




f. Koefisien regresi Pengungkapan CSR sebesar -0,016 menyatakan 
bahwa variabel pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap 
penghindaran pajak. Apabila terjadi peningkatan jumlah item yang 
diungkapan dalam CSR sebesar satu persen maka penghindaran 
pajak akan mengalami penurunan sebesar -0,016% dengan asumsi 
variabel lain konstan, demikian juga sebaliknya. 
3. Pengujian Hipotesis 
a. Uji Simultan (Uji F) 
Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk menguji apakah 
semua variabel bebas yang dimasukan dalam model mempunyai 
pengaruh secara bersama-sama terhadap variabl terikat atau dependen. 
Hasil dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
Tabel 4.8 




Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression ,069 5 ,014 1,657 ,023
b
 
Residual ,284 34 ,008   
Total ,353 39    
a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak 
b. Predictors: (Constant), Pengungkapan CSR, Kepemilikian Manajerial, Komite Audit , Dewan 
Komisaris Independen , Kepemilikian Institusional 
Sumber : Data diolah,2019 
 
Berdasarkan tabel 4.8 hasil uji pengaruh simultan diatas dapat 
disimpulkan bahwa didapat nilai F hitung sebesar 1,657 dengan 




maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel 
penghindaran pajak. Atau dengan kata lain variabel Dewan komisaris 
independen, komite audit,  kepemilikan institusional, kepemilikan 
manajerial, dan Corporate Social Responsiblity berpengaruh secara 
simultan terhadap penghindaran pajak. 
b. Uji Parsial (t test) 
Uji parsial t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-
masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini 
dilakukan dengan melihat p-value dari masing-masing variabel. 
Apabila dari hasil perhitungan diperoleh nilai probabilitas (p-value) < 
0,025, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen 
berpengaruh terhadap variabel dependen secara parsial. 
Tabel 4.9 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2,295 1,219  2,385 ,023 
Dewan Komisaris 
Independen 
-,111 ,249 -,089 -,444 ,005 
Komite Audit ,049 ,137 ,062 ,676 ,504 
Kepemilikian Institusional ,059 ,111 ,101 ,240 ,811 
Kepemilikian Manajerial -,174 ,232 -,312 ,751 ,458 
Pengungkapan CSR 




a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak 




1) Hasil  penelitian tabel 4.9 dalam kolom sig. terlihat bahwa 
variabel dewan komisaris independen (X1) memiliki nilai 
signifikasi 0,005 < 0,025 maka Hipotesis diterima dan 
mengandung arti bahwa dewan komisaris independen 
berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 
2) Hasil penelitian tabel 4.9 dalam kolom sig. terlihat bahwa variabel 
komite audit (X2) memiliki nilai signifikasi 0,504 > 0,025 maka 
Hipotesis ditolak dan mengandung arti bahwa komite audit tidak 
berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 
3) Hasil penelitian tabel 4.9 dalam kolom sig. terlihat bahwa variabel 
kepemilikan institusional (X3) memiliki nilai signifikasi 0,811 > 
0,025 maka Hipotesis ditolak dan mengandung arti bahwa 
kepemilikan institusional tidak berpengaruh positif terhadap 
penghindaran pajak. 
4) Hasil penelitian tabel 4.9 dalam kolom sig. terlihat bahwa variabel 
kepemilikan manajerial (X4) memiliki nilai signifikasi 0,458 > 
0,025 maka Hipotesis ditolak dan mengandung arti bahwa 
kepemilikan manajerial tidak berpengaruh positif terhadap 
penghindaran pajak. 
5) Hasil penelitian tabel 4.9 dalam kolom sig. terlihat bahwa variabel 
Pengungkapan CSR (X5) memiliki nilai signifikasi 0,069 > 0,025 




pengungkapan CSR tidak berpengaruh positif terhadap 
penghindaran pajak. 
C. Koefisien Determinasi 
Koefisien R² dalam regresi dapat digunakan sebagai ukuran 
untuk menyatakan kesesuaian garis regresi yang diperoleh. Besarnya 
nilai koefisien determinasi berkisar 0 ˂ R² ˂ 1, apabila nilai mendekati 
1 merupakan indikator yang menunjukan semakin kuat berpengaruh 
perubahan variabel-variabel X terhadap variabel dependen Y. Oleh 
karena itu hasil uji determinasi dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.9 





Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,196 ,708 ,0914030 2,150 
a. Predictors: (Constant), Pengungkapan CSR, Kepemilikian Manajerial, Komite Audit , 
Dewan Komisaris Independen , Kepemilikian Institusional 
b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak 
Sumber : Data diolah, 2019 
Berdasarkan tampilan output hasil SPSS diatas terlihat bahwa 
besarnya nilai Adjusted R square diperoleh sebesar 0,708. Hal ini 
apabila dinyatakan dalam prosentase bahwa nilai sebesar 70,8% 
mewakilivariasi variabel dependen dalam penelitian ini yaitu 
penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen 
yaitu Dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan 




Responsiblity sedangkan sisanya sebesar 29,2%  dipengaruhi oleh 
variable-variabel lain yang tidak dimasukan dalam model regresi. 
Dimana R² berkisar antara 0 ˂ R² ˂1 mempengaruhi variabel 
terikat. Dengan kata lain model tersebut dianggap baik. Koefisien 
determinasi mempunyai suatu besaran yang digunakan untuk mengukur 
garis kebaikan (godnes of fit) secara verbal. Untuk ukuran proporsi atau 
prosentase total variabel dalam Y yang dijelaskan oleh model regresi. 
 
D. Pembahasan 
1. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran 
Pajak 
Berdasarkan hasil uji parsial didapat hasil untuk variabel dewan 
komisaris independen (X1) memiliki nilai signifikasi 0,005 < 0,025 maka 
Hipotesis diterima dan mengandung arti bahwa dewan komisaris 
independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.  
Board independent atau dewan komisaris independen adalah 
jumlah dewan komisaris independen dalam perusahaan. Jumlah dewan 
komisaris independen yang semakin banyak menandakan bahwa 
dewan komisaris independen melakukan fungsi pengawasan dan 
koordinasi dalam perusahaan yang semakin baik. 
 Dewan komisaris memgang peranan penting dalam 
perusahaan terutama dalam pelaksanaan GCG. Dewan komisaris 




menjamin strategi perusahaan, mengawasi manajer dalam mengelola 
perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. 
 Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Komisaris Independen 
berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hasil penelitian ini sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan Fadhilah (2014) tentang pengaruh Good 
Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. Hasil penelitian ini 
menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang diduga menjadi alasan 
mengapa besarnya proporsi dewan komisaris independen berpengaruh 
terhadap penghindaran pajak.  
Pertama, semua anggota dewan komisaris dapat menunjukan 
independensinya sehingga fungsi pengawasan berjalan dengan baik dan 
berdampak pada ketatnya pengawasan terhadap manajemen dalam 
melakukan tax avoidance. Kedua, kemampuan Komisaris Independen 
dalam rangka memantau proses keterbukaan dan penyediaan informasi 
akan terbatas apabila pihak-pihak terafiliasi yang ada di perusahaan lebih 
mendominasi dan dapat mengendalikan Dewan Komisaris secara 
keseluruhan. Ketiga, dewan komisaris independen tanggap dalam 
memperhatikan ada atau tidaknya tindakan tax avoidance atau pajak 
agresif dalam perusahaan sehingga melaksanakan kewajibanya kepada 







2. Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak 
Berdasarkan hasil uji parsial didapat hasil untuk variabel komite 
audit (X2) memiliki nilai signifikasi 0,504 > 0,025 maka Hipotesis ditolak 
dan mengandung arti bahwa komite audit tidak berpengaruh positif 
terhadap penghindaran pajak.  
Hasil penelitian ini sejalan dengan Calvin dan Made (2015) yang 
menyatakan komite audit berperan melakukan pengawasan dan membantu 
dewan komisaris dalam melakukan yang menuntut maka manajemen akan 
menghasilkan informasi yang berkualitas dan dapat melakukan 
pengendalian untuk meminimalisir terjadinya konflik kepentingan 
diperusahaan yang salah satunya adalah penghematan pajak berupa tax 
avoidance.  
Menurut BEI Kep 00001/BEI/01-2014 dan Bapepam-LK No. IX.1.5, 
setiap perusahaan yang terdaftar di BEI wajib memiliki komite audit, yang 
anggotanya terdiri dari satu orang komisaris independen sebagai ketua dan 
minimal 2 orang pihak eksternal perusahaan yang independen sebagai 
anggota. Dewan komisaris wajib membentuk komite audit sekurang-
kurangnya tiga orang yang diangkat dan diberhentikan serta bertanggung 
jawab terhadap dewan komisaris. Jadi, komite audit dengan jumlah yang 
sedikit cenderung lebih efisien, namun ada kelemahan ide lebih sedikit, 
dan komite audit dengan jumlah yang lebih banyak juga memiliki 
kelemahan yaitu akan lebih banyak konflik pendapat diantara mereka, 




kelemahan sehingga tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil 
penelitian ini mendukung hasil penelitian Kurniasih dan Sari (2013) dan 
Fadhilah (2014) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh 
terhadap tax avoidance.  
3. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak 
 Berdasarkan hasil uji parsial didapat hasil untuk variabel dewan 
variabel kepemilikan  institusional  (X3) memiliki nilai signifikasi 0,811 > 
0,025 maka Hipotesis ditolak dan mengandung arti bahwa kepemilikan 
institusional  tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 
Hal ini terjadi karena sebagian besar kepemilikan institusional pada 
perusahaan sampel merupakan kepemilikan mayoritas. Berdasarkan teori 
pemegang saham dari tata kelola perusahaan, perusahaan seharusnya 
dikendalikan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham dan 
pemegang saham harus memiliki hak keputusan yang sudah dialokasikan. 
Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki 
oleh institusi seperti pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri, 
atau bank kecuali kepemilikan individual. Pemilik institusional ikut serta 
dalam pengawasan dan pengelolaan perusahaan namun pemilik 
institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan tersebut kepada 
pihak dewan komisaris karena itu merupakan tugas dewan komisaris yang 
mewakili pemilik institusional. Hasil penelitian konsisten dengan hasil 
penelitian Puspita (2014) serta Diantari dan Ulupui (2016) yang 




avoidancedengan hasil penelitian tidak terdapat pengaruh yang signifikan 
kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak perusahaan.  
Proporsi kepemilikan institusional yang tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap tax avoidance, memiliki arti bahwa besar kecilnya 
proporsi kepemilikan institusional tidak membuat praktik tax avoidance 
yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat dihindari. Kepemilikan 
institusional harusnya mampu memainkan peran penting untuk 
mengawasi, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer sehingga dapat 
memaksa manajemen untuk menghindari perilaku untuk mementingkan 
kepentingannya sendiri.  
Kepemilikan institusional yang bertindak sebagai pihak yang 
memonitor perusahaan belum tentu mampu memberikan kontrol yang baik 
terhadap tindakan manajemen atas oportunistiknya dalam melakukan 
praktik tax avoidance. Hal ini bisa saja terjadi karena kepemilikan 
institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan perusahaan 
kepada dewan komisaris karena itu merupakan tugas mereka sehingga ada 
tidaknya kepemilikan institusional tetap saja tax avoidance terjadi. 
Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016) yang menyatakan 
bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance.  
4. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak 
Berdasarkan hasil uji parsial didapat hasil untuk variabel 




Hipotesis ditolak dan mengandung arti bahwa kepemilikan manajerial 
tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan 
oleh Timothy (2010) dalam Puspita (2014), Pemegang saham terbesar 
merepresentasikan kelompok yang memegang kekuatan dalam voting di 
dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan memiliki perusahaan, 
namun tidak mengelola perusahaan. Semakin tinggi persentase pemegang 
saham terbesar menunjukkan bahwa pemegang saham memiliki pengaruh 
yang lebih besar untuk menentukan kebijakan perusahaan dan dapat 
memastikan kebijakan tersebut dapat menguntungkan mereka. 
Semakin besar proporsi kepemilikan oleh manajerial, dikatakan 
bahwa konsentrasi kepemilikan perusahaan tersebut kuat. Konsentrasi 
kepemilikan yang kuat menandakan semakin baiknya tata kelola 
perusahaan, sebab semakin besarnya kekuatan pemilik untuk mengontrol 
manajer dalam pembuatan keputusan. Pemegang saham terbesar dapat 
digunakan secara optimal sebagai salah satu mekanisme pengontrol 
masalah agensi, dan meningkatkan kinerja perusahaan Timothy (2010) 
dalam Puspita (2014). 
Semakin besar proporsi kepemilikan oleh manajerial, dikatakan bahwa 
konsentrasi kepemilikan perusahaan tersebut lemah, dan tata kelola lebih 
baik. Karena dengan  banyak insentif, mereka menjadi memperhatikan 
kebijakan strategis perusahaan dan termotivasi mengontrol pekerjaannya. 




memiliki masalah dalam profitabilitasnya. Motivasi para manajerial dalam 
mendapatkan laba yang sebesar- besarnya, menjadikan strategi pajak yang 
diambil agresif. Maka dengan semakin besar kepemilikan manajerial dalam 
perusahaan, penghindaran pajak perusahaan akan semakin rendah Timothy, 
(2010) dalamPuspita (2014). Hal ini tidak lain karena manajer yang juga 
memiliki kepemilikan saham cenderung mempertimbangkan kelangsungan 
usahanya sehingga tidak akan menghendaki usahanya diperiksa terkait 
permasalahan perpajakan sehingga tidak akan agresif dalam kebijakan 
perpajakannya (Hartadinata,2013). 
5. Pengaruh Pengungkapan CSR Terhadap Penghindaran Pajak 
Berdasarkan hasil uji parsial didapat hasil untuk variabel 
Pengungkapan CSR (X5) memiliki nilai signifikasi 0,069 > 0,025 maka 
Hipotesis ditolak dan mengandung arti bahwa pengungkapan CSR tidak 
berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 
Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan proses 
pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi 
perusahaan terhadap masyarakat. Pengungkapan CSR merupakan bentuk 
tindakan pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan 
ekonomi, peningkatan kualitas hidup bagi karyawan beserta keluarganya, 
serta sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat 
secara lebih luas maupun pemerintahan. Salah satu pengungkapan CSR yang 
bernilai etika adalah tidak melakukan tindakan penghindaran pajak untuk 




Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Wijayanti (2017) 
yang menyatakan bahwa ketika perusahaan semakin tinggi tingkat 
pengungkapan CSR yang dilakukan, maka semakin rendah tingkat 
penghindaran pajak. Isu yang paling signifikan yang timbul dalam upaya 
penerapan prinsip-prinsip CSR untuk pajak perusahaan meliputi tindakan -
tindakan yang dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan melalui 
penghindaran perpajakan. 
Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan melalui laporan 
tahunan kemungkinan belum dijadikan sebagai salah satu sumber infomasi 
yang penting dan menentukan dalam proses pengambilan keputusan 
investasi oleh para investor. Hasil ini menunjukan bahwa perusahaan tidak 
melakukan pengkomunikasian tanggung jawab sosial perusahaan secara 
tepat sehingga belum ditangkap secara tepat oleh pihak yang 
berkepentingan. Sebagian besar perusahaan publikhanya berfokus pada 
faktor keuangan. Perusahaan tersebut kurang berfokus pada faktor-faktor 
non keuangan seperti Corporate Social Responsibility. Hal ini dapat dilihat 
dari kecilnya nilai pengungkapan CSR dari perusahaan publik. Dapat 
dikatakan bahwa Corporate Social Responsibility hanya bersifat opsional 









KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Berdasarkan hasil Uji t dapat diperoleh kesimpulan bahwa dewan 
komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran 
pajak dengan nilai signifikasi 0,005 < 0,025.  
2. Berdasarkan hasil Uji t dapat diperoleh kesimpulan bahwa komite audit 
tidak memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak dengan 
nilai signifikasi 0,504 > 0,025.  
3. Berdasarkan hasil Uji t dapat diperoleh kesimpulan bahwa kepemilikan 
institusional  tidak memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran 
pajak dengan nilai signifikasi 0,811 > 0,025.  
4. Berdasarkan hasil Uji t dapat diperoleh kesimpulan bahwa kepemilikan 
manajerial tidak memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak 
dengan nilai signifikasi 0,458 > 0,025 
5. Berdasarkan hasil Uji t dapat diperoleh kesimpulan bahwa pengungkapan 
CSR  tidak memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak 
dengan nilai signifikasi 0,069 > 0,025. 
6. Berdasarkan hasil uji F dapat diperoleh kesimpulan bahwa Dewan 




kepemilikan manajerial, dan Corporate Social Responsiblity berpengaruh 
terhadap Penghindaran Pajak. 
 
B. Saran 
 Adapun saran yang dapat diajukan oleh peneliti dari hasil 
penelitian yang telah dilakukan, yaitu : 
1. Dari hasil pengujian disimpulkan bahwa Komisaris Independen memiliki 
pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Maka dari itu peran 
komisaris independen harus mampu menyeimbangkan dalam 
pengambilan keputusan perusahaan. 
2. Dari hasil pengujian disimpulkan bahwa Komite Audit tidak memiliki 
pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Maka dari itu, peran 
komite audit diharapkan mampu memberikan saran-saran yang 
memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak pada jenis 
manajemen laba yang bertujuan agar laba yang diperoleh menjadi lebih 
besar tanpa harus melakukan tindakan penghindaran pajak. 
3. Dari hasil pengujian disimpulkan bahwa Kepemilikan Institusioanal tidak 
memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Maka dari 
itu, kepemilikan institusional diharapkan mampu memastikan bahwa 
manajemen membuat keputusan yang dapat memaksimalkan 
kesejahteraan pemegang saham institusional. 
4. Dari hasil pengujian disimpulkan bahwa Kepemilikan Manajerial tidak 




itu, kepemilikan Manajerial diharapkan tidak lepas tangan terhadap 
pengawasan dan pengelolaan perusahaan dan tidak sepenuhnya 
mempercayakan pengawasan dan pengelolaan perusahaan terhadap 
dewan komisaris. 
5. Dari hasil pengujian disimpulkan bahwa Corporate Social Responsibility 
tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Maka 
dari itu, perusahaan diharapkan  tidak terlibat dalam  kebijakan agresif 
pajak secara sosial yang dianggap tidak bertanggung jawab, mengingat 
pentingnya kebijakan pajak untuk kehidupan sosial. 
6. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah sampel yang 
dapat diolah sehingga hasilnya dapat di generalisir dan hasil yang 
diperoleh lebih representatif. Periode penelitian hanya 4 tahun, sehingga 
hasil jangka panjang dari pelaksanaan pengungkapan tangung jawab 
sosial perusahaan diabaikan. Untuk penelitian selanjutnya disarankan 
untuk memperpanjang menjadi beberapa periode agar dapat memprediksi 
hasil penelitian dalam jangka panjang dan perlu menambahkan variabel 
independen lain diluar penelitian. Hal ini berdasarkan adjusted R² dari 
hasil persamaan regresi yang sangat rendah yaitu hanya sekitar 70,8% 
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Lampiran Hasil Output Spss 
 
1. Hasil Uji Deskriptif Statistik 
 
 
2. Hasil Uji Normalitas Kolmogrov Smirnov 







 Mean ,0000000 
Std. Deviation ,08534294 
Most Extreme Differences Absolute ,188 
Positive ,131 
Negative -,188 
Test Statistic ,188 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d
 
Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig. ,103
e
 
99% Confidence Interval Lower Bound ,095 
Upper Bound ,111 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 




N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
X1 40 ,3300 ,6000 ,384500 ,0767597 
X2 40 ,4300 1,0000 ,778750 ,2234369 
X3 40 ,0000 ,9900 ,781500 ,2346470 
X4 40 ,0000 ,7290 ,059880 ,0014124 
X5 40 ,3461 ,4743 ,4035 ,2757078 
Y 40 ,0000 ,5370 ,249575 ,0951730 


















Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 2,295 1,219  2,385 ,023   
Dewan Komisaris 
Independen 
-,111 ,249 -,089 -,444 ,005 ,588 1,702 
Komite Audit ,049 ,137 ,062 ,676 ,504 ,462 2,163 
Kepemilikian 
Institusional 
,059 ,111 ,101 ,240 ,811 ,128 7,811 
Kepemilikian 
Manajerial 
-,174 ,232 -,312 ,751 ,458 ,137 7,280 
Pengungkapan 
CSR 
-,016 ,008 -,374 
-
2,046 
,069 ,707 1,414 
a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak 
 
 













































B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 2,295 1,219  2,385 ,023   
Dewan Komisaris 
Independen 
-,111 ,249 -,089 -,444 ,005 ,588 1,702 
Komite Audit ,049 ,137 ,062 ,676 ,504 ,462 2,163 
Kepemilikian 
Institusional 
,059 ,111 ,101 ,240 ,811 ,128 7,811 
Kepemilikian 
Manajerial 
-,174 ,232 -,312 ,751 ,458 ,137 7,280 
Pengungkapan 
CSR 
-,016 ,008 -,374 
-
2,046 
,069 ,707 1,414 
a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak 
 




Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression ,069 5 ,014 1,657 ,023
b
 
Residual ,284 34 ,008   
Total ,353 39    
a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak 
b. Predictors: (Constant), Pengungkapan CSR, Kepemilikian Manajerial, Komite Audit , Dewan 






Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,196 ,708 ,0914030 2,150 
a. Predictors: (Constant), Pengungkapan CSR, Kepemilikian Manajerial, Komite Audit , 
Dewan Komisaris Independen , Kepemilikian Institusional 














t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2,295 1,219  2,385 ,023 
Dewan Komisaris 
Independen 
-,111 ,249 -,089 -,444 ,005 
Komite Audit ,049 ,137 ,062 ,676 ,504 
Kepemilikian Institusional ,059 ,111 ,101 ,240 ,811 
Kepemilikian Manajerial -,174 ,232 -,312 ,751 ,458 
Pengungkapan CSR 




a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak 
 
 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,196 ,708 ,0914030 2,150 
a. Predictors: (Constant), Pengungkapan CSR, Kepemilikian Manajerial, Komite Audit , 
Dewan Komisaris Independen , Kepemilikian Institusional 
b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak 
 
